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Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 54 TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pem bang nan J angka Mene gah Daerah , serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan J angka 
Panjang Daerah dan Ren ana Kerja Pemerintah Daerah, 
Bupati jWali Kota menetapkan Peratura n Bupati j Wali Kota 
ten tang RKPD kabu paten /kota . 

b . bahwa dalam rangka menciptakan efektivitas dan kelancaran 
pelaksanaan program pembangunan di Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabup ten Tasikmalaya 
Tahu n 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJ MD) Kabu pat n Ta sikmalaya 
Tahun 2016-202 1, perlu menyu sun Renca na Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahu n 202 1; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya ten tang Rencana Kerja Pemerintah 
Da rah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024; 

12. Peraturan Men teri Dalam N egeri N omor 86 Tah un 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahunn 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 
ten tang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
ten tang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Beri ta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2021; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 
Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2009-2029; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 
2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian 
Selatan Tahun 2010-2029; 



4 

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E); 

21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2011 ten tang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diu bah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2014 Nomor 4); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2) 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 
Tahun 2016 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; 



Menetapkan 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 
ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Bu pati adalah Bu pati Tasikmalaya. 

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah 
Dokumen Perencanaan Daerah untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 
20 (dua puluh) tahun. 

Pasal2 

(1) RKPD Tahun 2021 disusun berdasarkan RPJPD Tahun 2005-2025 dan 
RPJMD Tahun 2016-2021. 

(2) RKPD sebagaimana 
waktu pelaksanaan 
31 Desember 2021. 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
terhitung sejak 1 Januari 2021 sampai 

BAB II 
SISTEMATlKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal3 

RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika : 

jangka 
dengan 



1. BAB I 

2. BAB II 

3. BABIII 

4. BABIV 

5. BABV 

6. BABVI 

7. BAB VII 
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PENDAHULUAN 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

SA SARAN DAN PRIORIT AS PEMBANGUNAN DAERAH 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

PENUTUP 

BAB III 

lSI DAN URAIAN 

Pasal4 

(1) lsi dan uraian RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampir an yang 

m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai landasan penyu sunan 
Kebijakan Um um Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sem entara 
daJam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daer ah Tahun Anggaran 2021. 

(3) RKPD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman 
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 bagi 
Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang m engetahu inya, m em erintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan pen empatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di ingaparna 

pada tanggal 29 Juli 2020 

SEKRETARI DAERAH 
KABUPATE T SIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 

pada tanggal 29 Juli 2020 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 54 


